BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang menganut sistem politik yang
demokrasi, negara demokrasi menunjukkan bahwa sumber kekuasaan adalah
rakyat dan karena itu maka dirumuskan kekuasaan berada di tangan rakyat.
Dalam era demokrasi yang berkembang dewasa ini menuntut banyak
partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi dan
juga ikut memberikan masukan dalam berjalannya negara ini untuk menuju
yang lebih baik. Elemen demokrasi yang utama adalah partai politik karena
partai politik merupakan sarana demokrasi yang sangat penting, terutama
dalam fungsinya sebagai media interaksi antara Negara dengan rakyat.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah sekelompok manusia
yang terorganisir, yang anggota-anggotanya sama, dan mempunyai tujuan
untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna
melaksanakan program yang telah ditetapkan.! Menurut Undang-undang No.
2 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik
adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga
Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan

! Mohammad Tohardi, Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa, (Jakarta: LPP DPP PKB,
2002), 25.



Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.2
Partai politik merupakan sebuah organisasi yang terorganisir yang anggota-
anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuannya
untuk mendapatkan kekuasaan serta kedudukan politik dengan cara
konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.’

Perempuan merupakan aspek yang termarginalkan dalam politik.
Padahal, hubungan perempuan dan politik dapat ditemukan mulai dari
lingkungan keluarga, suami, dan istri serta tatanan masyarakat secara luas.
Kurangnya keterwakilan perempuan dalam aspek politik sendiri disebabkan
oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka.

Selain karena sistem yang memang cenderung mendiskriminasi,
lemahnya posisi perempuan juga disebabkan kurang adanya kemampuan dan
kemauan untuk setara. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya peran dan
partisipasi politik perempuan, ditandai dengan rendahnya keterwakilan
perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam
keterwakilan di lembaga legislatif. Hal ini seakan diperkuat karena sempitnya
akses kaum perempuan dalam memasuki bidang politik.*

Sebuah titik terang terhadap isu keterwakilan perempuan ini muncul
kembali dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 2008 yang
mengkombinasikan penerapan sistem kuota, zypper system dan aturan nomor
urut. Melalui sistem kuota yang diterapkan, maka telah terjamin setidak-

tidaknya 30% calon legislatif perempuan diletakkan di antara tiga orang caleg

2 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
* http://www.maulinniam.wordpress.com, diakses tanggal 9-9-2014



(di dalam nomor urut) menjadi aksi yang strategis mencegah caleg
perempuan diletakkan pada nomor urut besar. Sesuai dengan aturan nomor
urut, maka kesempatan menjadi anggota legislatif akan lebih besar lagi bagi
caleg dengan nomor urut kecil.

Apa yang diterapkan pemerintah terhadap sistem zipper di atas
memang sangat jelas dalam rangka menegakkan keadilan terhadap hak-hak
perempuan yang selama ini dikebiri dari area politik praktis, namun dalam
perkembangannya, kesempatan yang diperoleh caleg perempuan melalui
kombinasi affirmative action di Undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008
menjadi kabur, ketika banyak partai politik memutuskan untuk beralih
menerapkan aturan suara terbanyak di dalam kebijakan internal partai. Situasi
semakin diperburuk lagi ketika aturan suara terbanyak ini kemudian disahkan
pemberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusan Judisial
Review atas UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 214 pada 23 Desember 2008.
Penerapan suara terbanyak tentunya tidak sejalan dengan upaya kebijakan
afirmatif yang hanya sesuai apabila digunakan aturan nomor urut oleh MK.

Selain gagalnya sistem zipper tersebut, aturan suara terbanyak juga
akan mempersulit caleg perempuan untuk masuk ke dalam parlemen. Suara
terbanyak mengharuskan para caleg perempuan untuk terjun dan lebih dekat
dengan para konstituennya secara langsung, dan tentu hal itu memerlukan
biaya yang tidak sedikit. Dengan status dan juga kondisi ekonomi yang

terbatas serta pendidikan politik yang lebih terbatas dibanding laki-laki,

® http ://www.wri.or.id, diakses tanggal 9-9-2014.



tentunya hal itu akan menyulitkan upaya politik caleg perempuan untuk
berkampanye di dalam pemilu.

Keterlibatan perempuan dalam politikk membutuhkan dukungan
financial dan network yang kuat. Perempuan adalah pendatang baru yang
memiliki keterbatasan memobilisasi uang, informasi, serta pendukung,
Tantangan yang bersifat struktural ini lah menjadi penyebab minimnya atau
tidak efektifnya keterlibatan mereka.

Selain itu tantangan pada tata nilai, lembaga dan tradisi serta
kewajiban-kewajiban sepihak membuat gerak perempuan dalam politik
menjadi terbatas. Tata nilai dalam keluarga dan masyarakat, tradisi dan
lembaga yang menempatkan laki-laki sebagai aktor wilayah publik akan
membuat perempuan tidak memperoleh dukungan simbolik dari perannya.
Kewajiban-kewajiban domestic dan cultural yang memberatkan perempuan
akan mengurangi kesempatan dan dukungan substansif bagi keterlibatan
perempuan itu sendiri. Tantangan lain yang juga muncul adalah minimnya
kesempatan untuk perempuan untuk menambah kapasitasnya dalam politik.
Berbagai kapasitas tersebut meliputi kemampuan mengorganisasi massa,
berkomunikasi, mengorganisir lembaga, merancang program, mengelola
keuangan, merancang strategi kampanye, merancang kebijakan, merancang
sistem evaluasi kebijakan dan lain-lain.

Maka dari itu, tidak mengherankan apabila pada pemilu 2014 jumlah
anggota perempuan di parlemen hanya berjumlah 14%, mengalami penurunan

4% dari pemilu 2009 lalu yang mencapai presentase 18%.



Kurangnya keterwakilan politik perempuan di parlemen, rupanya
tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga di tingkat lokal
sebagaimana terilustrasi pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Jumlah Perempuan di DPRD Jawa Timur

Pemilu Jumlah Anggota | Jumlah Anggota Presentase
DPRD Jawa DPRD Jawa
Timut Timur

(Perempuan)
1999 100 11 11%
2004 100 16 16%
2009 100 17 17%
2014 100 15 15%

Sumber: Sekretariat DPRD Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Jawa
Timur.

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat jelas, bahwa tingkat keterwakilan
perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur yang sempat mengalami kenaikan
dalam dua kali pemilu, kini turut mengalami penurunan.

Hal itu terlihat pada presentase keterwakilan politik perempuan dari
11% pada pemilu 1999, naik menjadi 16% pada pemilu 2004, naik kembali
menjadi 17% pada pemilu 2009, dan lalu kini turun menjadi 15% pada pemilu

2014.



Kurangnya keterwakilan politik perempuan juga terjadi pada pemilu

legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terlihat pada tabel

berikut.
Tabel 1.2
Jumlah Perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo
Pemilu Jumlah Anggota | Jumlah Anggota Presentase
DPRD DPRD Kabupaten
Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo (Perempuan)
2004 45 1 2,2%
2009 50 8 16%
2014 50 7 14%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat jelas bahwa trend keterwakilan politik
perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo turut mengalami pasang surut. Jika
Pemilu 2004 hanya menghasilkan satu orang anggota perempuan dari 45
orang total anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (2,2%), maka pemilu 2009
telah meningkatkan jumlah mereka menjadi 8 orang di antara 50 total anggota
(16%), dan lalu pemilu 2014 telah menurunkan jumlah mereka menjadi 7
orang di antara 50 total anggota (14%). 7 Anggota Legislatif perempuan yang
terpilih itu ialah Dra. Hj Ainun Jariyah dari dapil 1 yang diusung oleh Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB), Drg. Hj. Sulistyowati Nurul K. dari dapil 2 yang



diusung oleh Partai Golkar, Hj. Yunik Nur Aini dari dapil 5 yang diusung
oleh Partai Gerindra, Enny Suryani, S.H. dari dapil 4 yang diusung oleh
Partai Demokrat, Juana Sari, S.T. dari dapil 5 yang diusung oleh Partai
Demokrat, Hj. Nunuk Lelarosanawati, S.H. dari dapil 6 yang diusung oleh
Partai Demokrat, dan juga Hj. Umi Khaddah dari dapil 5 yang diusung oleh
Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam sistem pemilu legislatif saat ini yang semakin terbuka dan
demokratis telah menyebabkan munculnya persaingan yang semakin
kompleks dan rumit antara para calon anggota legislatif dalam meraup suara
sebanyak-banyaknya, terutama antara caleg perempuan dan laki-laki. Dalam
hal inilah institusi partai dan sang kandidat atau calon yang bersangkutan
harus memikirkan strategi pemenangan untuk memenangkan dirinya dan
kandidat yang diusungnya. Strategi pemenangan dilakukan dalam upaya
meningkatkan jumlah massa pemilih.

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi suatu ketertarikan tersendiri
bagi penulis untuk membahas mengenai peluang dan juga tantangan, serta
strategi pemenangan anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu
legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo. Penulis merasa tertarik melihat tingkat
partisipasi politik perempuan pada pemilu legislatif tahun ini. Sehingga
melihat strategi pemenangan yang diterapkan anggota legislatif perempuan
yang berhasil terpilih pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

menjadi penting.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Anggota Legislatif
Terpilih Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana strategi pemenangan Anggota Legislatif Terpilih Perempuan

pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi Anggota
Legislatif Terpilih Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten
Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui strategi pemenangan Anggota Legislatif Terpilih

Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terutama:
1. Secara teoritis:

Penelitian ini akan menambah khazanah dalam disiplin ilmu
pengetahuan, khususnya disiplin ilmu politik. Di sisi lain, bermanfaat untuk
mengetahui dan memahami teori, konsep, maupun isu yang sedang
berkembang. Serta dapat menjadi bahan kajian awal yang dapat ditindak
lanjuti dengan penelitian lebih luas dan mendalam tentang strategi
pemenangan calon anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum

(pemilu).



2. Secara praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara realitas pelaksanaan
strategi pemenangan yang digunakan oleh anggota legislatif terpilih
perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo. Di sisi lain,
bisa menjadi referensi bagi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik.
Serta penelitian ini diharapkan akan menjadi pemicu bagi perempuan dalam

berpartisipasi di partai politik dan Legislatif.

Penegasan Judul

Untuk mendapatkan kejelasan tentang judul penelitian ini agar
terhindar dari kesalahpahaman, maka perlu untuk memberikan gambaran
yang jelas terhadap judul penelitian ini yaitu Strategi Pemenangan Anggota

Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten

Sidoarjo. Kiranya sangat diperlukan adanya penegasan yang terdapat dalam

judul tersebut yang antara lain:

Strategi Kampanye : Strategi kampanye adalah pendekatan secara
keseluruhan yang akan diterapkan dalam
menyampaikan informasi dan juga komunikasi
kepada objek yang dituju.

Gender : Gender adalah istilah yang merujuk kepada sepe-
rangkat karakteristik yang dipandang manusia
sebagai hal-hal yang membedakan antara laki-

laki dan wanita.
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Pemilihan Legislatif : Pemilihan legislatif adalah suatu proses pemilihan
umum yang memilih wakil-wakil rakyat untuk

duduk di lembaga legislatif.

Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan skripsi ini, maka diperlukan
sistematika sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, penegasan judul dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kerangka Konseptual dan Teori

Kerangka konseptual dan teori ini terdiri dari strategi politik, teori
manajemen marketing politik, sistem pemilu di Indonesia, kebijakan afirmatif
dalam undang-undang pemilu, perempuan dan parlemen, dan penelitian
terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian

Sebagai acuan kegiatan penelitian, memuat jenis penelitian, lokasi
penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data,
instrumen penelitian, validitas data dan juga teknik analisa data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan juga
pembahasan hasil penelitian.

Bab V: Penutup
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Memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id





